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TENTANG
PERPANSANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAN SMA DARUSSA’ADAK FUTHI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERFVADL SATU FINTU ACEH, |

Menimbang 8 bahwa dalam rangks pemerstasn pendsdikan diperilcan adanys pariigas

masyarakat dalam menyelenggariian pendidikan,

b bahwa Yayasan Darussa’sdah Putri Pretersjs Aceh deaonggap memesnin
syarst dan mampu melaksanakan penyebetyyaraan pendidicas,

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana Gimakusd pads sl & dan
b, periu menctapkan dengan Kepriusan Kepals [rnas Pousrarman WModal
dan Pelayanan Terpadu Sutu Pintu Aceh kepada Yayasas Dinusss adass
untuk melaksanaksn Operasionsl Sekolah Menengah Atss

Mengingat I, Undang-Undsng Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pesmbestdesn Daesas
Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentudcen Progens
Sumatera Utara,

2. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentsng Sistem Penadidias
Nasional,

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahua 2005 testang, Gueu dan Dosen,

4. Undang-Undang Nomor | | Taben 2006 tentang Pemerintshan Aceh,

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeristabsn Deeras
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Unding
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus Atas Undang-Undasy
Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemenntahan Daerah,

6, Undang-Undang Nomor 30 Tabus 2014 ientang Adeunisiran
Pemerintahan,

7 Persturan Pemesintah Nomor 17 Tahuo 2010 tentang Pengeiolsan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah disbah dengan Peataran
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peogelolaan den
Penyelenggaraan Pendidikan,

8 Peoraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tertang Kewenasgan
femerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerab Otonoes,

9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standa Nasonal
Pendidikan scbagaimana telah diubsh beberapa kab terakhir dengas
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubehan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gura,

|1, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tehun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubaban dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 T:hl:u E
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tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 20 ‘
Penyelenggaraan Pendidikan,
Q-mnmmmummmmmm&n&muu
Perangkat Aceh,

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kera Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh,

Peraturan  Gubernur  Aceh Nomor 32 Tahun 2017  tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Surat permohonan dari Yayasan Darussa’adah Putri Panteraja Nomor
017/SDPJ-/2017 1anggal 30 Oktober 2017 perihal Permohonan
Perpanjangan lzin Operasional Sekolah SMA,

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pidie Jaya Nomor 421.1/011 023/IPP/KP2TSP/2014 tanggal 25
April 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan,

Akta Notaris Dessi Helfira, SH, M.Kn Nomor 6 tanggal 21 Mei 2010
tentang Akta Pendirian Yayasan Yayasan Darussa’adah Putn Panteraja,
Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 420/B 3/10076/2017 1anggal
30 Nopember 2017 perihal Pertimbangan Teknis Permohonan [zin
Operasional Sckolah SMA Darussa’adah.

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan lzin Operasional kepada Yayasan Darussa‘adah
Putri Panteraja untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas,

Nama Sekolah : SMA DARUSSAADAH PLIAY
Penanggung Jawab : Tghk. Abu Bakar Harun
Alamat : JI. Medan Banda Acch, Km 148, Gp. Reudeup,

Kec. Panteraja, Kabupaien Pidie Jaya,

NPSN : 69896284

Pemberian Perpanjangan lzin Operasional sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu keputusan ini berfaku sepanjang mematuhi semua ketentuan
yang berlaku;

Pemegang Izin Operasional berkewajiban

Menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas
Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumliah
peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan;, dan atau

Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan
Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Aceh sesual ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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tanggung jmv:h pihak ?lymn m*m Pl!ri Pante
meulelw Pendidikan bersanglmtin berdasarkan ang

KELIMA . Apabila mmmﬂmmmmmmmj na d
pldal)ihuml(etrgakcpunmimdml’m? ndang-undan;
berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut, ;

KEENAM * Keputusan ini berlaku selama § (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampat
dengan 23 April 2023, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali %@lmﬂl
mestinya.

Ditetapkan di ‘Banda Aceh
Pada Tanggal 04 Desember 2017
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.‘QS:lmm: Keputusan i disampaikan kepada -
|- Gubemur Aceh (scbagai laporan);
2. Ketua DPR Acch;
3. Bupati Pidie Jaya;
4. Dircktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
5. Kepala Dinns Pendidikan Acch;,
6. Kepala Bappeda Acch,
7. Kcepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Java;
. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pidic Java
9. Pertinggal.
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